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Hﬂﬁlpeﬁdhmﬁahmpmmmhmha :
pidana pencucian uang yang tetjadi sebelum f_a_nmu:s &ﬂﬁ dapat dik i)
sebagaimana diatur dalam Bab V', bagian keempat Pasal 38 mmmm :
Ewﬁndmmﬁmhhﬂ?mmwmyﬁmmm 1
butir 16 KUHAP. Pertimbangan hukum - oleh hakim dalam pmﬂﬁﬂﬁfﬁ",_:_:
terdakwa tidak membulktikan secara menyeluruh asal-usul harta ket A melahn
LHKPN sehingga majelis hakim berpendapat patut diduga bahwa asal-usul
.-kel:a}:aﬂ.nn}'a -adalah hasil dan tindak pidana korupsi.

Disarankan, agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan &m“ |
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penyitaar ;
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bisa berjalan lebih baik knde-pum
para Hakim sebagai penegak hukum lebih meninghkatkan lagi kinerja dalam
putusannya menegakkan kepastian hukum. keadilan dan kemanfaastan serta

menjalankan Norma (des solen) dan penerapan (das sein) secara seimbang,
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: J; e e . . ;
wﬁ and ﬂﬁﬂljﬂm approach by mu.',pzmg case sl'm‘.'? b
The result of the research showed that the co u}'ﬁu s

which came from money laundering criminal act that occurred beﬁsft? w b
dilecti could be performed as it was stipulated in Chapter V, part 4 from 38 until

Article 46 of the Penal Code, and some part of it Eﬂpﬂfﬂﬁ‘d in MH’I"

Confiscation stipulated in Article 1, letter 16 of the Penal Code. The judge's

consideration in his verdict was not contrary to das solen and das sein. Ilt 'm

case, the defendant’s statement could not prove that his property was ﬂbw s
from LHKPN so that the panel of judges concluded that his property came from

corruption criminal act.
It is recommended that, in confiscating property, law enforcement aﬁi’eﬁafr

revise the Law on Preventing and Eradicating Money Laundering Criminal Actse
that confiscation by the Prosecutor can run smoothly. Judges as part of Img
enforcement should imprave their performance in their verdicis in upholding l&ﬁ

certainty, sense of justice, and benefit and keeping norm (das solen) and
application (das sein) in balance. &

Keywords: Confiscation of Property, Money Laundering, Pempus Delicti
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Jika gugatan dimenangkan oleh jaksa, maka harta kekayaan hasil kejahat ;f
tersebut dapat diberikan kepada Negara.” Pemerintah sesungguhnya sudah melakukan.

langkah maju terhadap penegakan hukum bagi penciciin Uang atan MOHEY

laundering tersebut bila dianalisa dari produk aturan yang telah dikeluarkan. Langkah

maju tersebut tercermin pada beberapa ketentuan di dalam UU TPPU yaitu sistem
pembuktian terbalik dan penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan unmkmgam.
Pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Pembulkti
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dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Asas ini menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena
kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu, asasmon-self |

incrimination ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di WSW'. ’

dalam Undang-Undang, tentang Hak Asasi Manusia. Asas non-self incrimination
yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan
memberatkan atau merugikan dirinya di persidangan.®

Pada praktik penegakkan hukum, tindakan penggeledahan M




............

tindaken penyidik untul mengambilalih dan atau mensimpan i bawah
penguasaanniya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidsk berwujud
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, danmw%m

kekayaan yang berdsal dan tindak pidana tersebut pada umunya tidak lar

dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku tindak pidana karena apabila langsung

o FEren . ok P

‘digunakan, akan mudah dilacak cleh penegak hukum mengenai sumber di

harta kekayaan tersebut. Maka pelaku tindak pidana terlebih dahulu m

agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut masuk kedalz Wm em.
keunangan, terutama kedalam sistem perbankan. Hal mlpﬂngam]a ﬁﬂ’lﬁw




- menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau mmm
diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian mmmmm
yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. "'

Tempus delicti yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu

undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana, Mengenai penentuan

soal waktu (fempus delictiy dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaska
secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan

tempus delicti, untuk: 3

I. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal
1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas
kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu
sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang

' Adrinn Sutedi, Tindak FPidane Pencucian Uang, Citrs Aditys Bakti, mm
: ZMAM%Wlﬁﬂ 26, g S i
- “&lﬁw mﬁmm Sinar Grafika, Jakarts, 20122, Hal 19.




Undang Nomor § Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pen

Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
a. korupsi, b. penyuspan; c. narkotika; d. psikotropika
penyelundupan tenaga kerja, f penyelendupan migrant; g di hm
perbankan; h. di bidang pasar modal, i. di bidang perasuransian; J.
kepabeanan; k. cukai, 1, perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n.
terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q, penggelapan; r. penipuan; 5,
pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v, di bidang perpajakan; w. di
bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan ﬂau
perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayzh Negara Kesatuan Repulik
Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia dan tmdi
pidana tersebut juga merupakan tindak pidana meneurut hukum Indonesia

Kegiatan pencucian uang atau money laundering melibatkan aktivitas yang

sangat kompleks, Pada dasarnya, kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah M

masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu

placement, layering, dan integration.

T —
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Lﬁdﬂﬂsuﬂﬂﬂﬂs Hﬂmﬂr 28 Tahun 1999 tentang Pﬁ?ﬂ“wm

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Parmtﬁyammmm
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

]

Daersh; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR mugg_gﬂm I

tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RT; dan Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No, 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang
keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota m

L

Mmmm%%mp Yok w
N S8 G mﬂm
ersghvian, seanivnya dfem penlte n discho scbage endows).




uya akan tetapi dengan melihat waktu tindak pidana yang dilakukan (tempus:
delicti), bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa ini
berlangsung dari bulan desember 2010 sampai dengan januari 2013; Men
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . |.I
korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama,
Menetapkan menjatubkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana pnn]ﬁ 1:3 ]
(delapan belas) tabun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiak) |i|
dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kmm H
6 (enam) bulan,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terdakwa dengan pasal 3 Unda
g Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahian dan Pemberantasan Tindak Pidana




ﬁ'@ﬁﬁﬁiﬂﬂﬁﬁ fmpﬂpﬂhhmi?ﬂrmﬂh
berasal dari dana yang dapat dipertanggungjawablcan secara hukum,

d) Hukuman yang dijatulikan sangat berat;

e) Permohonan agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (vrijspraak) atau
setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag
van alle recht vervolging),

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.14/PID/TPK/2014/PT DKI menerima
hukum banding dan menyatakan terdakwa bersalah yang dalam hal ini menguatkan




g,
S, |

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan barta

fk'ek:agguan-- yang berasal dan tindak pidana pencucian uang mf erjadi
sebelum Iermpus Delictt dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014 7

C. Tujuan Penelitian -

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah diatas, maka

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan yang berasal

dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Tempus Delicti,

kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi



terkait dengan tindak pidana pencucian vang.
‘Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi individu
maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum.
Bagi Pﬂlmﬂﬂﬁh#ﬂﬂ‘ dalam mpropmskan pérabian perandang-unlanaan TICREeEs
pemberantasan pencucian uang atau money laundering harus memiliki siste
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1. Andry Mahyar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Pusat Pelaporan dar
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas:

Tindak Pidana Pencucian Uang”.

2. Yovita Morina, dengan judul “Penecrapan Sanksi Pidana Terhadap Pe

Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

3. Daniel Simamora, dengan judul “Analisis Yuridis Kejahatan Perbankan

sebagai Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uan

4. Robinson Simatupang, dengan judul «Efektifitas Pembukfion”




abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide vang m
dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia'® Kerangka secara etimologis
bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah kKeseluruhan pemnyataan yang
saling berkaitan.*°

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pnmﬁnrmﬂﬂuhﬁm

pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan.

* Sudikno Meruokusumo, Tears Fidum, Cabayo Atinia Pusskn, Yogyokarts, 2012, Hal 4,
¥ e wmﬂmﬁ Susanto, Teori Hulim, Refiks Ditama, Bandung, 2005, Hal, 22
niggind mmmmwmﬁﬁwﬂmﬁ



Jauh dari wnsur plagiat.
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional
1. Kerangka Teori
Kata feori berasal dari kata theoria yang arhnya pandangan atau wawa ;

Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tﬂfsﬁs‘ﬂnnhh_ m

abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang men A

=

dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia'’ Kerangka secara ﬁhﬂq i
bermakna garis besar atau rancangan. Teeri adalah keseluruhan pernyataan yang
saling berkaitan."”

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau sutis-butir

pendapst, teor tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi b

1* Sudikno Meriokusumo, Teort Huum, Cabay lehﬁu.fmmmw;, a

Hal.2,
-

I o




' ﬁkﬁ yanghandalt” d:sgﬁdmﬂ:audmﬂmm' T

Tmn mm:pdmnmamﬁhmardamaﬂahﬂuhﬂ yang diteliti;
Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh

karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin
faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang, '

o o

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penalisan
tesis ini adalah Teori Keadilan, serta Teort Pembulktian,
1) Teori Keadilan
Adil berarti setiap orang dirugikan kepentingannya dalam batas-batas
yang layak Dengan kata lain babwa keadilan itu bukanlah berarti setiap orang




ot

menjaga agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali dan mon-
diskriminatif.¥!
2) Teori Pembuktian
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana, Dalam hal ini pun hak

asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didekwa

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti




e o

a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang.
(Positief Wettelik Bewjstheorie)
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang
melulu, Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat
bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak

diperlukan sama sekali, Sistem ini disebut juga teori pe

(formele bewijstheorie), Teori pembuktian ini ditolak juga oleh
Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim
dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan
keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang




.
melakukan pembelaan, Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa

berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.
ﬁ"). Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga mm] s I

hakim bebas untuk menycbut alasan-alasan keyakinannya (vrije

bewifstheorie).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keys

hakim sampai batas tertentu itu ini terpecah kedua jurusan, Yang pertama




Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 249 HIR, Pasal 183 KUHAP yang

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kﬂ.ﬂh

apabila dengan mg-ktmgnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tm]mﬁ

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah,

jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah |

pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang,

terkenal dengan istilah “beyond reasonable doubt * yang ekuivalen

asas “in dubio proreo”.




b s i s KRG mm bahwa mwﬂﬂ sdalah
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi

‘sescorang, Ini sama Jbenar dengan yang ditulis oleh D Simons bahwa
berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya
berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk mm}m'as
kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang
memaksa dibebaskannya orang bersalah” Untuk Indonesia, yang sekarang
ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, sistem pembuktian berdasar
‘undang-undang secara negatif (negatief weitelifk) sebaikn a dipertah




G. Metode Penelitian
I
Metode penelitian ini berfungsi sebagai arah dan pﬁﬁmﬁw @
penelitian.*' Penelitian ini adalah penelitian hukum (Jegal research), “ untuk mw

kebenaran koherensi.*

fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum.*! Agar

I A dani Chitzawiy Perigariar Hubum Pidana Bag.1, Gmiindo, Jakorta, 2002, Hal 69. e
w Pasal 1 butir | Undimg-Undang No, & Tahun 2010 Teatmng Pencegahan dan Pembermiasan Tindak

EMMTWM%IE&EHTEH
¥ Teori kebenaran koherensi adaluh salsh saty dani teori kebenaren tradisional, untuk

MMMMM#&WMWM@MM -
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= bukum By posisi. yang sentral dalam penclitian huloum ssbagaimms kedudukan masslah di dalam: S
in, e e e yung harss dipecehkan di dalam penelitien hultum sebagaimana

pesmosaiahin yang. harus dijswab di dalam penelition bukan hudkum, Penelitian ini dimwali dergon mernmuskon: masil
Masalah Limbul karena adanym dus proposisi yang mepunyal bubungsn, baik yang bersifat fimgsional, kmusalitas, maupon
Yong sy menegasian yang lsin. Len hukum fugs fimbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berfubungen st terhadap
lainoya, Olch karenn menduduki posia yemg senfral, maka salah pabam dalam mengidentifiknsikan iso hokum, akon berakihat
salam dalam mencari jawaban atas is tergelut, dan selanjinya.salah puls dalam melshirksn sast o :
dapsl memecahkan jsu hulum terscbut Libat i 1 it : 2
Medin Grup. Jakarta, 2013, Hal. 95. R
E;&m Bukum bersifat preskriptif tidak mungkin musuk kedalasy bilangsn fim sosial T g bukan hanys
bertalian dengan pilai-nilai belaka. melambon jugs hams ditespkon sehingga tidsk mungkin masuk ke dalam russ bumanior:.
Tl Ikim merspakan studi tentang Bukum, fiduk dapst diklesifikasikun ke dalam ilms sosial ang bidmng kejimmyn
Eebenaran empiria. Ilmu sosial Gidak member reang wnnik menciptakan konsep hukum, Stodi-studi sosial hanye berkuiten

Dremikisn jugs dengan bumanior, yang tidak memberikan tsmpat unbik TR elajan hukum schagal aturan tingkeh Inkn sosial
e, stadi hmaniom, bukin dipelajert dalam kistannys dengan ctike dan moalitas. Tidek dapat disangkal babwa keadilan
meripokan da: dalam nuang oghup Blsafal dan it morupakan hal yang esensial dalam fimu hukum, akan tetapi fizaint
S5 lmu sosialpys dan jugs durd segi humaniormys), Sedangban pada thmu sosial dan humanion dan memmdang
sudut pendang keilmuannya masing-masing, Ialah schabaya tidak tepat jika ilm hukm dildasifikesikan ke dalan
i g ) niore. Dalam hal demikian sangat tepat apa yany dikatakam oleh Meuwissen tentang ilmu
b empiris). Mewwissen menempatkan oo axdoum dogtik.




hukum adalah : right (benar), appropriate (pantas), in-appropriate (tidak pants

Wrong '(salah:l , sehingga hasil yang diperoleh mdahmengandmgnﬂﬂ“ j
Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan'®, dengan

tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek msm ‘hﬂ al

LBt L 5.

akan dicari jawabannya, Pendekatan yang dipakal dalam mﬁmjﬁw
o

o
i

i Hfabiprofir blogspat com'20 1403 fimgst-peneltian-hubum it Tﬂ,m““",,km*m ﬂwm i r.ﬂ.

i pabila type pﬂﬂmmdedMMMmm ‘penelitias
mmwmmmmm jelas bahwa penelition terssbut bersifst normatif, skan tetapi pen
M_MMMILM Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hikum (Edist Revisi), ¥z

: mmum werlukan hipotesis, sehingga penelitian hikum tidak mengenal istlal v
mwmmhmmmwwmamm
- Keilmuan EII.E]::E!I,E deskriptif baken merupakan, mm
 siatistik baik ity yang pammetric HAUPUN YENg DOn-Parime
]mhm Kemudian jogs tidak menerspkan grounded mﬁﬁﬂn-.,
. ih:m-ﬂﬂhl mdd. Dengan. dj;ﬂum.- w;‘hn:hhm me

!
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urituk akademis, penelitinn perhu st ratio tegis dan dasur ooiobogien labimys undang-undang terschul sgar peneliti dopat
menangkap kandungan filosofis yang ada di belakeng undang-undang terscbut, pencliti skan dapet P mengenai #la
Hidiom (B Rewin),  Feocany  Prepsds  Meds  Gmp,  Jokerta, 2013, Hal. 133 Sumber
A oatviprordy blog spor. com 20T 402 fergs-penelinian-uicon kiml, Tanggal akses: 14 Movember 2014, _ i

. Ml suhveansial dari il hekem yaitu sl presktiptifave temebut Perbincangnn swal dari substansi il hukum
iy mengenai makng hukum didslam hidup bermasyaroked, artinya il ukum masdk merosik ke susta hal yang csensial
ikl sl intrinsik dari hukum, Pertanyan yang muncul dalom memandang sisi intinsk dan hukum, yaity mengapa ditistbikan
hukum meskipun talah ada nerma-norma ssial Lun, epe yang dinginkan ols kehadizan hukum tersebut, den bl sersebul
meupskan perbincengan yang akan menyodl opa yang mweriedi tujuan fokoun, Toen balomm yong: menapeln spa yang
sehanisnys akan berhadipen dengan spo yang savafenya, 440 ini sken memunculken perbincangan yang akan dicari jawaban
“carn apakak untuk dapat menjembatani” ants dus eelitas (senystanya don seharismya) tersebit, Hal ini memancubiomn, i
preskriptif ilmu bukum, mmmmﬂmdﬂmﬂdmgmmhhkmnmmﬂmmmwm
menjembatani kedus realitas terschut, din e tersebid jugn berisi bagaimana scharusnys berbuu/bertinghah Tekw. Sumber
it alviprafil. Blogapot.com 20 140 2 il nilouns-dhnu-yerg-bersifat himi, Tanggal akeed: 24 Movember 2004, .

g ifal imu hikum schagai ilmy lerapan menipakan svaby koasskuensi dan sifatnya yang preskeiphif D halim -

akan menelual kinsn-k dalam menetapkin sandnr prosedur, Standar prosedur teebil harus berpegang
pacia yarig bersifat substansial (apa yang telah ditetapkan schagi: hukum). e e
T huskues dalam kenyatannnys mempunys dua sspek, yaity aspek praktis dan aspek teorilis. Dengan demikian, jike diknitken

» 1 peneitian 3I:u"tE|___':III mika penelitizn hukum ito dopat dv




(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pencucian Usng; 3

(3) Undang-Undang Nomor & Tahun 2010 fentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: e

(4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; I

6) KUHP; "

() KUHAP.

b) Bahan hukum sekunder”’, yaitu semua publikasi tentang hukum yang

B

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks hukum (seperti: skripsi, tesis, dan disertasi),

:m!“ M ”&ﬂ;ﬁ: ! Hlfl ﬁ“}ﬁm mﬂ*‘ oot Pttt Rl
Khusasnya Undang-Undsng Nomer 8 Tabun 2010 tenteny Pencegahan ¢

1
i
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Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu di susun secara

L =

sistematis agar sesuai dengan substansi yang diatur dalam
relevansinya terhadap isu hukum dan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan
pengelompoldkan konsep hukum yang secara umum, yaitu : Penyitaan Harta
Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dikaji dari Tempus Delicti
(Studi Putusan Mahkamah Agung NO,14/K/PIDSUS/2014). Metode interpretasi®®
atau penafsiran merupakan salah satu metode yang memberikan penjelasan tentang
teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan

-y




e




‘Esensi fundamental sebagai landasan penerapan “sita” atau “p
perlu diperhatikan paling tidak ada dua tindakan, yaitu “tindakan hukum eks:
dan “tindakan perampasan”. Dalam hal “penyitaan” merupakan suatu “tndak
hukum eksepsional™, berarti penyitaan merupakan tindakan hulum yang ¢

! Lihat pasal 1 butir 13 Undang-Undang No8 Tahun 2010 tentang Pencepahar
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang =g
E Istilah “penyitaan” bernsal dari terminologi Beslag (bahasa Belanda), dan iﬁhﬂw
juga lazim dipakai dalam bahase indonesia, namun istilah bakunya ialah kata “sita” atan "
Beberapa pengertian penyitaan yaifu, {1) tindakan menempatkan harta kekayaan mm
tindakan paksa berada ke dalam keadaan penjagaan; (2) tindakan paksa penjagaan (cusiody)
diberitshukan secara resmi (gfficial) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim; dan (3) hm
vang ditempatkan dalam penjagaan mbmhanlpahmgmd&mmmmwﬁa' juga
barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat
dengan jalan menjual lelang (exsekutarial verkoop) hmng;mngdmta%hlﬂi A Yahy:
mwmm (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 283. . .
Tindakan sita jaminan merupakan upays hukum dan tindakan hukum “pengecy
tidak selalu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan dan
untuk menjamin hak-hak penggugat, andaikata gugatan penggugat dikebulkan karen:
-'-WWMMhhmmnwmdm&HWﬂmm




mendasarKarena  itu  tindakan penyitaan tidak boleh diterapkan ‘secara’
serampangan.Jangan sampai fetjadi misalnya penyitaan telah diletakkan atas harta

i

kekayaan tergugat, telapi gugatan ternyata ditolak oleh pengadilan.
mengabulkan “sita jaminan”, sejak semula sebaiknya sudah dilandasi oleh buldti-bukti
yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan penggugat.
Penjatuhan sita (beslag) merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum
putusan dijatubkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai

Mkm harus dipikul tergugat, antara lain dari segi kejiwaan, Den




wmﬂmmwqucmm@mgb&MWMI
hukum tetap (inkracht), tetapi tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah
‘dengan jalan menyita harta kekayaannya,

harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dilakukan oleh pengadilan dalam

' M Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana, Op.Cit, bim. 284, Dari segi pelaks:
pm;maan sifimya terbuka vang umum. Dalam pelaksanaannya: {1} penyitaan secara ﬂaﬂrsmm -
ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitamya; (2} secars resmi disaksikan oleh dua o
mmpmn}&tkw dﬁarmun htﬁﬁ;ﬁ.l]ﬂ dssa.ksﬂcmnlﬁh ms;.ramka;lum (5']
wm asas pub!isim Dengan du:ukmn jelas bﬁwa tmdakhn
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i

barang yang disita dari tangan tergugat Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalshan
penafSiran maupun penyalehgunaannya maka perlu diketahui acusn yang tepat dan.
proposional unfuk memberlakukan “barang sitaan”. Acuan yang mesti dipedomani
terhadap perlakuan barang sitaan terutama bagi hakim adalah:
L. Sita semata-mata hanya sebagai jaminan.
Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita rﬁmm m

menjamin gugatan tergugat, agar pugatan itu tidak ilusioner.

: GPummanhm bersifat permanen, apabila penyitaan P |
penyershan kepada Penggugat berdasarkan putusan vang telsh ‘hukum tetap, atau apabil:
penyitaan dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutanig tergugat




=g

penggugat Penerapan dan prakick hukum yang seperti itu, elas bertentangan.
‘Pasal 197 ayat 9 HIR atau Pasal 212 Rbg | -
Pada pasal tersebut secara tegas ditentukan bahwa juru sita atau penyita
meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula ditempat dimana
barang itu disitaDan si tersita disuruh untuk menvimpan atau

menjaganya Sekalipun untuk membawa dan menyimpan sebagian mﬁ

tempat penyimpanan yang dianggap patut, namun penjagaan dan pe
hak miliknya tetap ditangan si tersita, dengan pemberitahuan kepada polisi
‘agar barang tersebut tidak dilarikan orang,

. = - —r -y Py
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fmkm;:ﬁ}ﬂpam hulum ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada MM
(bad jfaith) dari pads tindakan penggugat yang berusaha melepaskan diri dan
mengelak memenuhi tanggung jawab perdata sesuai putasan pengadilan yang
merupakan - kewsjibannya, yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan

Hukumatau Wanprestasi yang telah dilakukannya.
Akibat hukum yang timbul dari tindakan penyitaan ini adalah berupa harta

kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan peng




e ey

.............

Berdasarkan uraian ferscbut di atas dapat diketahui bahwa tujuan pokok dari
tindakan penyitaan (sita) adalah:
(1) untuk melindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk' tergugat
sehingga gugatan menjadi tidak hampa (lusioner), pada saat putusan

setelah berkeluatan hukum tetap; dan

(2) memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat terhadap kepastian 'I
terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum
Tindakan penyitaan (sits) tidakiah mungkin dapat dilakukan tanpa memenvhi

—
i
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sita, karena dari perumusan dalil gugat beserta penjelasan mengenai uraian ﬁﬁa;@
pernistiwa yang mendukung dalil gugat. akan lebih tepat dan lebih mudah w

permohonan sita serta alas an-alsan kepentingan penyitaan. Kﬂ:ﬁnﬂ,ﬂ

pemyataan sah biasanya diajukan pada “petitum kﬂdﬂﬂ"pm,

e

F
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a. Barang Sitaan dan Tujusn Penyitasn
Penyitaan adalah salzh satu upaya paksa (dwang mic

KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. Definisi dari Penyitaan telah dirurnuskan dslam
Pasal 1 angka 16 KUHAP, vaite:

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda &zrgen:#c

1 Thid

R



5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling beﬂmk
apabila '

(a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan iagt,
(b} Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata

tidak merupakan tindak pidana;
(c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau pﬁm

tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak
pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

ﬂmam Ijmm&mmmm




berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam
Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang
sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan

Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda be;gmgkdanuntuk
itu wajib -segora melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna
memperoleh persetujuannya.
Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Em
diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian bosar diatur dalam Bab V, bagian




Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan
tindakan hukum dari aparat penegak hukum ﬂmmwmm
Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP mencgaskan bahwa Penyitaan hanya
dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Megeni setempat.

Pasal 38 KUHAP tersebut menegaskan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang

siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletskkan landasan prinsip
diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara

institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik’, karena

dalam peraturan lama-HIR Polisi dan kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan
berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana
diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan ada

-.”Wmﬂmmmmmmmwma =5
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yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah mw
ditempuh penyidik, yaitu
a) Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri,

Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum peny
melakukan penyitaan, lebih dahulu  harus meminta izin dam

s

KetuaPengadilan Negeri setempat. Dalam perm
tersebut penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya.

T




menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda
ituakan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang
bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas
penyidik (Pasal 128 KUHAP), Dengan adanya keteatuan ini, maka tanpa
menunjukkan terlebth dahulu tanda pcngaﬂahiya-, umng:fanghmd#
disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

¢) Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP)

Penyidik harus memperiihatkan benda yang akan dmﬂam orang.

darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya, Hal ini untuk



untukikut melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan, Saksi

kemudian akan ikut menandatangani berita acara,
¢) Membuat Berita Acara Penyitaan.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh I

penyidikdi hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita

atau kepada keluarganya dan kefiga orang saksi. Jika mamkatﬂahﬂw

menerima dan menyetwjui isi berila acara, barulah penyidik memberi

tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir :Mél

pembuatan berita acara, penyidik, orang yang Dbersangky

kelnarganya dan para saksi masing-masing me
pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersang




.......

1) Menecatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing
benda sitaan, Kalau jenisnya sulit ditentukan, selan %
dicatat ciri-giri maupun sifat khasnya;

2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;

3) Tempat dilakukan penyitaan;

4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
%) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh pe




Negeri. (Pasal 39 ayar (2) KUHAP);
b. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas

atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP), Obyek pen
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya

e A .

|
. P i s - e T .
membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada fjin

e e

dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olahtimbul pends

penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu danmendesak belum sempurna

L, =

landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk
|
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dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP et
3. Tata Cara Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.” -
Menurut  Pasal 1 butir (19) KUHAP, m

adalah:“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang

et ._....;l_l!
. JLLLILCRIR
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pidanaatau dengan segera sssudah beberapa saat tindak pmmmm

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai
melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pﬂhm ‘ihﬁ' yang
menunjukkan bahwa ia adalah pelakukunya atau turat

'membantu melakukan kejahatan"”
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disitadan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidas

atauterdakwa atau sural yang ditujukan kepada tersangkalterdalovs
ataukepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang di peruntukkan

-

baginya.

¢. Atas benda ifu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. "
d. Atas benda-benda yang perlu disita.

¢. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang ._

ataumeimegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik



keamanan benda sitaan. e i
d. Bentuk-Bentuk Penyitaan
Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan Eﬂﬂﬂm

adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagal

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;

3, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak




Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak FPidana
Korupsi, dan lain-lain. ™
Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adaleh pemilik yang sah
dari benda vang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah
mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu: =
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada
mereka dari siapa benda itu disita, atan kepada orang atau kepada mereka

vang paling berhak, apabila:

T |
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dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlul
‘barang bukti dalam perkara lain s
e. Mekanisme Penyitaan Harta Kekayaan
Memperhatikan perataran yang mmgmmm :
membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan - el
a. Penyitaan biasa dan tata caranya 1
Penyitaan denpan bentuk dan prosedur biasa
penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau kea

yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa in




1) Tanpa "surat izin" @nmrﬂmmﬁ
idik tidak perlu lebih dahulu mlapm ‘dan meminta surat izin da
pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat
izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik
terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat

“harus segera bertindak" dan tidak mungkin untuk me

izin ketua pengadilan negeri.

Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat diba

di benda yang bergerak saja. Tujuan alasan pe nbuat 1
%



Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik we
dari beliau ®

Hetigs hab ivitahyag i da b peniyataa el GHakdlan Salaus e
sangat perlu dan mendesak. Selebihnya harus diikuti tala cara dan prosedur yang
ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP; adalah :

disita stau terhadap keluarganya, *
B _Bﬁmpﬁrtﬁﬂﬂﬂ benda yang disita baik kepada mﬁwﬁﬁw
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menyangkut rahasia negara.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindsk Pidana Pencucian Uang
I. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian wvang atau mioney laundering adalah segala perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah hanakakaymymgipmhhdmhud&pﬂm
a. kﬂﬂIFSl b Pﬁﬂ}"uapa]l,ﬂ ﬂ&f’kﬂ'ﬁkﬂ,d Pﬂh’ﬁm ﬁ i)
p:nya]mdupan tenaga kerja;, t Pﬁﬂ?ﬂ-d‘lﬁﬁ_ﬂ migrant; E

h. di bidang pasar modal. i.  PUEEN )
kﬁmmk cukai; | perdagangan orang, m. Pﬂtw enjata gelap; n.

. =




atau mengaburkan asal usyl uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersshut

* Lihat pasal | butir 13 Undang-Undang No.§ Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencociin uang : '
_ “Erman Rajagukguk, rezim anti pencucian uang dan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Usng, Fakultas Hukum USU, Medan, 2005, hal2-3 ! . .
e e
bahwa kelompok kejahatan yang teroganisesi adalah suatu kelomp: ktur, calam wakiu extent,
dan !mt:::ITmmk fujuan fertentu dengan tujuan melakuken' sate atau lebih kejahatan atau



: Adapun yang melatar belakangi Para pelaku pencucian uang melakukan
aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjaulikan pelaku dari kejahatan
yang menghasikan (proceeds of crime), memisabkan prooceds ofcrime dari
kejahatan yang dilakukan. menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada

pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan ke dalam bisnis yang, ﬂah“

Melalui proses kejahatan money laundering, pelaku mengharapkan uang yang semula

2 padoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi Penyedia Jasa Kevangan,

Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP. PPATK/2003, Bab. 2 bagian | butir 1 _ i
ikmahanto Juwana, “Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Ung”, Jakarta: Pusat

Kajian Hukum, 2005, hal. 71 . e et
© M yunus Husein, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di
Indemesia”, (http://yunushusein.fles-ordpress com/2007/07/12_penegahan pembemntasan-ippu i
indonesia_x pdf diakses tanggal 6 September 2014), hal. 8




* Yunus Husein, Op.Cit, Hal 13
*ibid,, hal 14
ragresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006),

* Satiipto Raharjo, “Membedah Hukum P
hal 122-124 . "bahwa penegakan hukum perly dibedakan antar peraturan {gezet, wﬂ“ rule) dan kaidah
g-undang, periama yang dibsca adslah peraturan pasal-

irecht, norm). Apabila kita membaca undan
pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa :
menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasan pemtran ity menjadi terluputican.
Kaidah iy adalah makna spiritual, roh, sedangkan peraturan adalah penterjemahannya pada katadata
dan kalimat .. .membaca kaidah, bukan peraturan, adalah pedoman yang baik dalam peregakan
hukum Membaca ka:dah adalah menyelam kedalam roh, azas, dan tujuan hulumIni membutuhkan
“ubid, hal 60-61, komploksnsa permisalahan penegelan hulkum sudsh mulai disadari orang
sejak pertengahan abad ke-20, bahwa penegakan hukum bukaniah seperti menarik garis Jurus antara
“dua titik", karens penegakan hukum tidak hanya semata-mats menyanghkut prinsip ‘peraturan dan
Hasil-hasil pengitian lapangan membuktikan babwa banyak faktor-fuktor di
dyjalankan Misalnya, ketika polisi

logika” (rules and logie)". B -
luar hukum yang turut menentukan bagaimans hukum seaystanys dij :

A w%ﬁm ai “soiologi penshanan” (the sociology of arrest). Penelitian
! membuktikan bahwa faktor

-

L



maksimal Fenyebabnya bisa berasal dari pihak masyarakat sebagal pengsuna jasa
keuangan, dari pihak penyedia jasa keuangan. penyedia barang/jasa, demikian juga

aparat penegak hukum, maupun dari segi perankat peraturan hukumnya,
Dasar yuridis dari upaya penyempurnasn Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang adalah kesadaran bahwa masih adanya kelemahan dalam pengaturan
dan penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena

ras, stratifikasi sosial, kedekatan hubungan, sikep sopan tersangka dan sebagainya tkut mﬁmemuhn

‘bahwa dalam proses penshanan seceorang. !
“Pasal 1 ayat (3) Bab I.amandmna;}]kaugaﬁﬂﬂ 1945 mmmmmmw

Indenesia adalah n hukum”. Artinya,bahwa negara kesatuan Indonesia adalah negars

mwgﬁﬁg‘:hm (rechistaay), tidak berdasarkan atas kekuassan yang tidak terbatas

i subagﬂkmsakumamyﬂﬂfﬂiﬁﬂﬂﬁﬁ}m@ﬂ“ﬂﬂﬂﬁﬁ. .

| |mmmmmmmmmmm&m z
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Gikelaran sebagal reaksi atus berbagai prakeek pencician tang ya ..g_-;‘-w'ﬁ'-ﬁ;
kompleks dan meluas hingga menjama | St e e et
sebagai “modus operandi” terkini dalam peneurisn Han:

¥ Naskah Akademik, HWEHMEPMWMPMMMPM

quﬂ!ﬂ!:;fgg. ugz.iarm. 2066 hal 19-20

ibentuk pada tahun 1989 oleh negaran an 7
counfries FAFT merupakan intergovermental wmgméﬁ&;mﬁmgl
pakar hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan. Ads 3 (tiga) fungsi utama dari FAFT yaitu ;
memonitor kemszjuan vang dicapai para anggots FAFT dalam melaksanakan langkah-langhah
pemberantasan money laundering, melakukan kajian mengenal money loundering md:;tmhﬁw&

dan cowunter megsures, dan mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standart anti pencucian
uang kepada masyarakat internasional Pada tahun 1990, FAFT untuk pertama kalmya mengeluarkan

40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensip untuk mememng momey
launderning Sebagai reaksi atas tragedi WTC atau yang dikenal dengan penstioa 11 Snptamhu 2001,
Bulan Qktober 2001 FAFT mengeluarkan 8 special recommendations untuk memerangi pendanaan
terorisme atau yang dikenal dengan comnter tervorist ﬁﬁaﬂéﬁg 40+Erecommendations menstapkan
prinsip-prinsip untuk menyusun kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada tanggal 22 Juni 2003,
FAFT mengeluarkan revised 40 recommendations pada bulan Oktober 2004 mengelusrkan 9 special
mmm;w u*lﬂs ca.sh couriers. Meskipun revisedd0+9 recommendations bukan. merpakan.
namun rekomendasi 1ni dikenal dan diakui secara luas uluhmm
ebagai suam standard intenasional untuk memerangi hj_m




pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana m pelakunya
dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (follow the
money). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara vang paling
mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat
dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.
Pendekatan ini tidak terlepas dan pemikiran dan keyakinan bahwa hasil

kejahatan (proceeds of crime) merupakan life-blood of the crime, artinya hasil

hal 38 i

.



Upaya memenuhi semua kebutuhan ini maka pemerintah terus berusaha untuk
menciptakan aturan yang lebih baik, Semula tindak pidana pencucian uang diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tghun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian diubah dengan Undaugalh;nilmg

Republik Indonesia No, 25 Tahun 2003. Dua undang-undang ini masih banyak
memiliki  kelemahan-kelemahan,dimana  kemudian  pemerintab  berusaha

mengeliminasi kelemahan-kelemahan itu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010




a) memelihara dan menjaga stabilitas dan’ integritas sistem Keuansas
nasional dari tindak pidana pencucian nr tegritas sistem  keuangan

b) mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kel
dalam jumlah yang signifikan  sekaligus mencepah dinlangi dan

diperluasnya kejahatan tersebut

¢) meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

d) meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil

kejahatan

P

“Ibid,, Tujuan ini disdopsi dan tujuan penyusinan Rancangan Undang-Unda
mjﬂ%m dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang




Uang dan disempurnakan juga kriminalisasi perbuatan yang terkaitdengan pencucian
uang yaitu : setiap orang vang berada di dalam atau di luarwilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang mrut serta melakukanpercobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana pencucian uang“?aﬁhm atau.
pegawai PPATK, penyidik, penuntutumum, hakim, dan setiap orang yang

memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya hihk

...\_.

# Pusal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tehun 2010 Tentang Pencegshan dan Pemberaniasan,

Tmampmﬂ%mﬂmg Nomor & Tahun 2010 Tmu m&ﬁn;m

wwm!’mﬂﬁm

b -




oleh penegak hlcur unuk penceglan dan pemerantsan Tndak Pidana Pencucian
Sﬂ'huhungﬂ! dengan ketentuan pelaporan ini, dltenh;kgnbﬁhmm penting
untuk dilaporkan oleh pihak pelapor adalah informasi yang berkaitan dengan :
sebagai Customer Due Diligence {CDD)
2) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda utasi atan







1) Tahap Placement
Placement. Giastkan setogai wpaya uniok. menempatlan dana yang
dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misaliya dengan mendepasi

uang tersebut ke dalam sistem kevanpan atau perbankan. Mgﬂmhﬂ
uang tersebut akan ditempatkan dalam smatn bank dan kemudian uang
tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersanghutan. Jadi
misalnya melalui penveludupan, ada penempatan vang tunai dari suata
negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana
* Erman Rajagukguk, Resim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang: Tindak Pidana

Pencucian Uang, Makalah, disampaikan pada Lokakarys “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum

Uni Sumatera Utara, Medan 15 September 2005, hal, 4 -
o %;'mmﬂuum “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Coutitries.

erritories On Money Laundering " (Makalah disampaikan pa
W-T ----mﬂﬂﬂ::gpakﬂfﬁﬁmmm;mmwmuﬂ;




“‘ﬂmﬂmmkmpwm yang mﬂu&

mmm“mﬁlm sumber dana haram tersebut™, 'Bﬁ‘haaaim=
dapat  dilakukandalam takiap ini

yang  tujuannya adalah untuk
menghilangkan jejak, baik ciri-ciriasli atau asal-usul uang tersebut.

Misalnya dengan melakukan transfer dana danibeberapa rekening ke lokasi
lainnya atau dan satu negara ke negara lainnya dandapat dilakukan berkali-

kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan dibank, pembukaan

sebanyak mungkin rekening  perusahain-perusahaan  fiktifdengan

memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkaliterjadi

bahwa si penyimpan dana di suati rekening justru bukanlah







disimpan di bank atau lembaga kevangan yang ada di wilayah tersebut, Dana tersebut
lalu digunakan antara lain untuk membeli aset atan melakukan investasi®™®. Di wilayah
atay negara yang merupakan fax heaven terdapat kecendenmgan hukum perpajakan '

‘yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis
yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaa
suaty ftransaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha, maupun badan usaha

lainnya. Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak g 1ckimh s s e

# mmﬂfm H’m*ﬁmt.h;"_’ i




e T

kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank -bank dapat dipergunakan
sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian vang,

C. Tempus Delicti
1. Pengertian Tempus Delicti
Tempus Delicti, Tempus dan kata Tempo yang berarti waktu, secara istilah
yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan




......

kejahatan,
2. Teori— Teeori Tempus Delicti
Teori Tempus Delicti antara lain yaitu:
a. Teori perbuatan jasmani
Menurut teori perbuatan jasmani atau perbuatan materiil, wakiu tindak pidana
adalsh waktu di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu

pada kenyataannya diwujudkan,




b. Asas Larangan Berlaku Surut
Larangan memberlakukan Undang-undang yang beru lahir terhadap suatu
tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang, Jadi
sifat Undang-undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang,

€. Asas Larangan Penggunaan Analogi

#Drs. Adami Chamzawi, S H, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Reja Grafindo,

e, B B o Chamzavi, § H, Pelajaran Hbim Pidana 1, Jakars: T Raja Grafndo:

ia, 2005, hal 173-186.




. Teori Materiil Terbatas |
|

perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat Wmmm~
diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktu.

Teori Materiil







wewenang, tugas serta kewajiban dari Komia Pei:ﬂbaranfasm Rompmadahhmi

‘koordinator maupun supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam

melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan ‘penyelidikan,
penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan
pencegahan atau preveniing terkail dengan Tindak Pidana Korupsi hingga melakukan
monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negera. Dari penjelasan Pasal 6
{ersebut, wewenang serta tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan lebih




dyelaskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberanitasan Korupsi, yaitu:
8. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b, Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atay tertunda-tanda

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 WadigUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahwun 2002 Teatang

KomisiPemberantantasan Tindak Pidana Korupsi.

[




melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pentitan tindak m&ﬂawm__ :
a. Melibatkan aparat pencgak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau penyelenggara negara,
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau

¢ Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar

rupiah).

.




i 4,
5 ]
I ' | I

~asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, Komisi Pomberantasas

merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadep Tindak Pidaua Pensusian ]

Uang.™'Akan tetapi, jika berdasarkan pada teori kewenangan, Komisi Pemberantasan '
Korupsi memiliki wewenang dalam melakukan tugasnya yang distur pada Undang- .
Undang Nomor Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan pada Pasal |

Undang-Undang KPK, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam:

" pasal 75 Undang-Undang Nomor § teniang Pencegahan dan Pemborsaiasan Tindak Piduna’
PBencacian Uang Tahun 2010
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undang yang berbeda. Yaitu Um@‘“mlﬂﬁlifﬂhmlﬂﬂiTm _@_m
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 2 Taln
2003 (UU No.15/2002 jo UU No,25/2003) dan Undang-undang No/S, Tahn 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

No.8/2010). Perkara ini terus bergulir sehingga mendudukkan LHI sebagai terdakwa

di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor repister -
No 38/Pidsus/Tpic/2013/Pn Jkt Pstyang diputus pada hari Kamis tanggal 5 Desenber
2013 dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar

Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah).




1. TIdentitas Terdakwg
HamaLengk&p
Tempat Lahir
Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

ey

3

;- JL ART 002/RW 001 Kelurahan Cipinang

. Anggota DPR-RI periode 2009-2014.
- 8-2.

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta
- J1. H. Samali No.27 RT 10/RW 001 m
Minggu Jakarta Selatan.
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. ‘Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan kewenangan oleh
melekukan penuntutan dan menjalankan p kewenangan oleh

- r . - = - danp- e L -
alankan putusan hakim, sedanglan jsken adabah ks

R g oleh undang-undang yang bertindak sebagai Penunitut Umum mhﬁ:ﬁnﬁ putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lainnya v S
undang-undang. (Lihat bunyi menjalanpasal 1 angke (1) dan {2) Undang-undang Nom, 16 Kinb
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), SN
Jakarta, Ghalia [ndonesia, 1985, hal. 228, Selan Dakwaan Altematif, ada juga AT




pidana ekonomi

@) Bentuk dakwaan kumulatif dalam concursus

-

el

dakses tangaal 16




Ly

benar menuntut adanya kecermatan dan ketelitian,

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

‘Surat dalowaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana

yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik ik dari hasil



dap di PT Indoguna Utama JalanTaruna Nomer § RT.02 Rﬁm 'E'-unﬁnk Bambu
~ Dwren Sawit Jakarta Timur, atausetidak-tidaknya di tempattempat lain yang
termasuk dalam dacrah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

* M Yahya Harahap, Op.cit, hal, 386-387.
* Bunyi surat dakwaan dalam penelitian mi telah mengalami perubahen :lm ﬂ:tnnu;ﬁayt:

8P Affn
yaitu surat dakwsan tertanggal 14 juni 2013 dengan nomor ‘register : No.d
JkiPst. Akan tetapi maksud dan tujuannya tetap tejage MWWWM%
i , o S A e
| ®AF adalah singkatan nama yang tidak M‘mmm o




pmﬁmbﬁﬁﬂ kuotaimpor daging sapuﬂbm;sak 10.000 Mﬂzﬂmﬂm
5 @;3 }'Rﬂgdlﬂjllkﬂﬂ 'ﬂiﬂh FT hdﬂguﬂ.a Utm dﬂﬂ m N e S R e I

TerangUtama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karva ﬂmﬁ

SuryaCemerlang  Abadi, yang bertentangan  dengan kewajibannya  yaitu
bertentangandengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan

adalah singkatsn nama yang 8
Privasi yang bersangkutan. (selanjutnys dalam
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